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KEPALA DINAS PERTANIAN

bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis,
terarah, terintegrasi dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan;

bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tahunan Perangkat
Daerah (PD) berjalan efektif, efisien dan mencapai sasaran serta tujuan
pembangunan maka diperlukan suatu pedoman atau acuan perencanaan
pembangunan tahunan PD Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Dinas Pertanian tentang
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukkan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2010 Nomor 8);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2012 ~ Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN POSO
TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pertanian ini, yang dimaksud dengan :

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui
berbagai pilihan kebijakan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk
kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024, selanjutnya disebut Renja Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pertanian
selama 1 (satu) tahun.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah.

Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi PD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

. Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024 adalah untuk

menyiapkan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan Dinas Pertanian Tahun
2024.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024 adalah terciptanya
konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Rencana Kerja Tahunan yang akan
ditetapkan dengan pelaksanaannya.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pertanian tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Poso tahun 2024.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RENJA

Pasal 4
(1) Renja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024 disusun dengan berpedoman RKPD
Kabupaten Poso Tahun 2024.

(2) Renja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : Desember 2023

Plt.Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Poso

MUSTAFA A.TOHAN,SP.,MP
NIP. 19720207 200701 1 028




KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) disusun untuk
mengetahui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan suatu instansi pada tahun
berikutnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program

dan kegiatan tahun 2024 akan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Pertanian
Kabupaten Poso disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah
diprogramkan, baik meliputi kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan selama satu

tahun anggaran.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran
performance kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, masalah yang
dihadapi, serta tindak lanjut pemecahan masalah serta dapat menjadi bahan
masukan/referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan

perkebunan ditahun yang akan datang.

Poso, Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Poso

MUSTAFA A.YOHAN,SP.,MP
NIP. 19720207 200701 1 028
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki
kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun
yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan
dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan
RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan
Musrenbang Daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja SKPD Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat
antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja sesuai ketentuan Undang-undang
mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) Dinas atau SKPD Tahun 2016-2021 dan akan
dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan,
program dan Kkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja

SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
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(RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga
berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan
tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra
SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pertanian Kabupaten Poso
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan
pengejawantahan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga
berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra
SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Poso. Rencana Kerja SKPD Tahun 2024
merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan dan
Penyuluhan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun

ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten

Poso Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut
perubahannya

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470)

10.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
259/Kpts/RC.020/M/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian
Pertanian Tahun 2020 - 2024

11.Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang system
Perencanaan Pembangunan Daerah

12.Peraturan Bupati Poso No.46 Tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi dan tata
kerja Dinas Daerah

13.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Poso tahun
2016 — 2021

14.Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso Nomor :520/11.07/2021
tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten

Poso Tahun 2021 — 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten
Poso dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Bidang
Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta

Bidang Penyuluhan dan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian di Kabupaten
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Poso selama satu tahun anggaran tahun 2023 yang dituangkan dalam program
dan kegiatan SKPD dan merupakan panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan
program/kegiatan dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rencana kerja dan RKA Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun anggaran

2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan
dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan
melalui program kegiatan SKPD dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra
Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun
2024 disusun sebagai berikut :
BAB |. Pendahuluan
Berisi tentang gambaran umum penyusunan Rancangan Renja SKPD; latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan
rencana kerja.
BAB Il. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
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penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2, Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian
mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian
visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu — isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Poso pada tahun
2022.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan
kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB lll. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab ini menyajikan uraian tujuan dan sasaran Rencana Kerja didasarkan atas
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertanian serta program dan kegiatan
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Dinas Pertanian tahun 2023 dan prakiraan maju (tahun 2024). Bab terdiri atas tugas
poin pembahasan, yaitu :
1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Yang dimaksud penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi
SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Peragkat Daerah
Bab ini berisi tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah untuk
tahun berjalan dan sejalan dengan rencana strategis perangkat daerah serta tugas

pokok dan fungsi.

4.1. Rumusan Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

4.2. Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan, berisikan penjelasan mengenai :

rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator

BAB V. Penutup
Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
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BAB I
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN POSO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Poso adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah
ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan APBD. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas
dan evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun
sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan
kegiatan terus dilakukan seiring dilaksanakannya penyususun Rencana
Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, sehingga pada penyusunan Rencana
Kerja Tahun 2023 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang
tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun
perencanaan maupun tahun berjalan. Terkait dengan hal tersebut Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Poso ini menyajikan pencapaian
target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja PD tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Rekapitulasi evaluasi
hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
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A. Penetapan Indikator Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja
pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan
apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian
dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program
berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran
Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi
pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga
diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan
yang tertuang dalam RPJMD, Renstra maupun Renja, yang telah
ditetapkan.

Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak
(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya
manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja
ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-
masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja
daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator.

B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Anggaran Tahun 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Poso sebesar Rp
28.492.934.499,- (termasuk perubahan) dengan 7 program dan 54 sub
kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 27.278.930.814,-
dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dancapaian kinerja keuangan
sebesar 95,74%.
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Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk perkiraan tahun berikut yakni Anggaran tahun 2021
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.294.232.872,- terurai dalam 7
program, 17 kegiatan dan 54 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja
mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Poso,
pada dasarnya kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Poso adalah sebagai
“‘Penunjang”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan
memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran

kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pertanian sebagai berikut:

a. Nilai Tukar Petani (NTP) belum optimal pada sub sektor tanaman
pangan, Hortikultura, perkebunan dan peternakan

b. Masih rendahnya indeks pertanaman (IP) komoditas tanaman padi

C. Tingkat adopsi teknologi pertanian berwawasan lingkungan belum
optimal

d. Masih tingginya intensitas serangan hama dan penyakit pada tanaman

pangan dan perkebunan

Pola kemitraan agribisnis relatif rendah

Ketersediaan infrastruktur pertanian belum optimal

Masih tingginya intensitas penyakit hewan menular

> @ &~ o

Masih tingginya intensitas pemotongan ternak betina produktif
i Lambatnya peningkatan populasi ternak
j- Jumlah Penyuluh yang terampil masih terbatas
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Pertanian dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah,

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang
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dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan

terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan RPJMD dan Renstra OPD, maka strategi yang akan
ditempuh Dinas Pertanian Kabupaten Poso pada tahun 2019 adalah sebagai
berikut :

1. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Sedangkan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Poso Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktifitas Tanaman Pangan (Padi Sawah, Jagung)
Meningkatkan Produktifitas Tanaman Hortikultura (Bawang Merah, Cabe
dan Tomat)

Meningkatkan Produktifitas Perkebunan (Kakao, Kopi Arabika dan Kopi
Robusta)
Meningkatkan Produktifitas Peternakan (Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing)

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani :

Nilai Tukar Petani (Tanaman Pangan)
Nilai Tukar Petani (Tanaman Hortikultura)
Nilai Tukar Petani (Tanaman Perkebunan)

Nilai Tukar Petani (Peternakan)
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2.2,

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian Kabupaten Poso dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Poso.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Poso terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat yang dipimpin oleh sekertaris membawahi :
a. Analis Perencanaan Program.
b. Analis Keuangan dan Asset.
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
a. Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda
b. Analis Teknis Pengairan Ahli Muda
c. Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi:
a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
5. Bidang Perkebunan membawahi:
a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
b. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
6. Bidang Peternakan membawahi:
a. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda.
b. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda.
c. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
7. Bidang Kesehatan Hewan membawahi:
a. Paramedik Veteriner.
b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
c. Pengawas Bibit Ternak

8. Kelompok Jabatan Fungsional

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN 2024



Secara umum Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang Pertanian. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian
Kabupaten Poso yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan program
dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang adalah sebagai
berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, bidang tanaman
pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang
kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, bidang tanaman
pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang
kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana dan sarana,
bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang
peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang prasarana dan sarana, bidang
tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang
peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Permasalahan

Berdasarkan hasil analisa terhadap perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan pertanian Kabupaten Poso dapat diidentifikasi beberapa hal
tantangan dan peluang sebagai berikut :

a. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan

peternakan
b. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian

c. Mengembangkan sumberdaya kompentensi kerja penyuluh pertanian
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2.3.

ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan Pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa dating,
suatu kondisi’kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat dalam jangka Panjang.
Berdasarkan Hasil Analisa terhadap perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan pertanian dapat diidentifikasi beberapa hal tantangan dan
peluang sebagai berikut :
a. Petani di Kabupaten Poso sangat apresiasi terhadap pelayanan Dinas,
sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan
b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga
mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari Dinas
c. Tersedianya banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran
d. Dukungan pemerintah pusat yang cukup signifikan dalam bentuk
pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN
Dari factor pelayanan Dinas Pertanian secara internal dan
eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani Dinas Pertanian
Kabupaten Poso antara lain :
a. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan
kualitas pelayanan public.
Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan
terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah
keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur yang berkurang karena usia
pension yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan
moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimainta
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Disisi lain pelayanan
Masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.
b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
Masyarakat.
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat

dalam aspek Pendidikan serta Kesehatan. Perilaku hidup bersih dan
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sehat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka
penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera
disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan
penanggulangannya

c. Belum optimalnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan
upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

agar tetap Lestari dan berkelanjutan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka pendahuluan
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari
masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri, RKPD merupakan kunci
penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Dalam
RKPD di informasikan rencana kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan
keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana program dan
kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu imdikatif untuk setiap PD
untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam
menyiapkan rancangan Renja PD

Tabel 2.2.Prioritas Pembangunan Daerah

No Program Prioritas Tahun Prioritas Pembangunan
Rencana (RPJMD) Daerah (RKPD)

1 | Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur
Berbasis Tata Ruang; Berbasis Tata Ruang;

2 | Kesehatan Kesehatan
Revitalisasi Pertanian dan Revitalisasi Pertanian dan
Perikanan Dalam Rangka Perikanan Dalam Rangka
Mewujudkan Kedaulatan Mewujudkan Kedaulatan
Pangan Pangan

4 | Tertib Administrasi Tertib Administrasi
Pemerintahan dan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

5 | Pendidikan Pendidikan
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Pengentasan Kemiskinan dan
PMKS

Pengentasan Kemiskinan dan
PMKS

Revitalisasi UMKM, Koperasi

dan Pengembangan Bumdes

Revitalisasi UMKM, Koperasi

dan Pengembangan Bumdes

Pengembangan Pariwisata
Berbasis Sumberdaya Alam,

Budaya dan Kearifan Lokal

Pengembangan Pariwisata
Berbasis Sumberdaya Alam,

Budaya dan Kearifan Lokal

Penegakan Hukum,
Keamanan dan Ketertiban

Sosial Kemasyarakatan

Penegakan Hukum,
Keamanan dan Ketertiban

Sosial Kemasyarakatan

Selain itu prioritas pembangunan juga harus memperhatikan pelaksanaan
program-program pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana yang termuat
dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, meliputi :

1. Pro Rakyat difokuskan pada penanggulangan kemiskinan yang berbasis
keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

2. Keadilan untuk semua (Justice For All) dengan focus keadilan bagi anak,
perempuan, dibidang ketenagakerjaan, bantuan hokum, reformasi hokum dan
peradilan serta keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

3. Pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)
dengan focus pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan
dasar untuk semua, pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, penurunan angka kematian anak, kesehatan ibu, pengendalian
HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, penjaminan kelestarian
lingkungan hidup, pendukung percepatan pencapaian tujuan millennium.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan tersebut maka
pemerintah pusat meluncurkan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EIl) Tahun 2011-2025. MP3EI tersebut
dikembangkan melalui pendekatan terobosan (breakthrough) yang didasari oleh
semangat “tidak semata bisnis sebagaimana lazimnya” (not business as usual),
melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak
hanya tergantung pada pemerintah saja, melainkan merupakan kolaborasi bersama

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta.
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Sedangkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara menyeluruh,
prioritas pembangunan tersebut juga harus sejalan dengan prioritas pembangunan
nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan prioritas pembangunan

Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Tabel.2.3.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan
No Nasional Provinsi Kabupaten
1 | Reformasi Penguatan Peningkatan
Birokrasi Dan Tata | Kelembagaan Partisipasi
Kelola Pemerintah Masyarakat dan
Daerah dan | Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintah
Masyarakat
2 | Pendidikan Peningkatan Peningkatan
Kesejahteraan Pelayanan dasar
Masyarakat
3 | Kesehatan Peningkatan Peningkatan
Kesejahteraan Pelayanan dasar
Masyarakat
4 | Kemiskinan Peningkatan Peningkatan
Kesejahteraan Pertumbuhan
Masyarakat Ekonomi
Peningkatan
Pelayanan Dasar
5 | Ketahanan Revitalisasi Peningkatan
Pangan Pertanian, Pertumbuhan
Perikanan, Ekonomi
Kelautan Dan | Peningkatan
Kehutanan Pelayanan Dasar
6 | Infrastruktur Pembangunan Peningkatan
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2.5.

Infrastruktur Pertumbuhan

Ekonomi
7 | Iklim Investasi dan | Peningkatan Peningkatan
Dunia Usaha Kesejahteraan Pertumbuhan
Masyarakat Ekonomi
8 | Energi Pembangunan Pengendalian
Infrastruktur Pemanfaatan

Sumber Daya

Alam
9 | Lingkungan Hidup | Lingkungan Pengendalian
Hidup dan | Pemanfaatan
Mitigasi Bencana | Sumber Daya
Alam
10 | Daerah Tertinggal, | Peningkatan Peningkatan
Terdepan, Terluar | Kesejahteraan Pertumbuhan
dan Pasca Konflik | Masyarakat Ekonomi
11 | Kebudayaan, Peningkatan Peningkatan
Kreatifitas dan | Kesejahteraan Pertumbuhan
Inovasi Teknologi | Masyarakat Ekonomi

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian mengakomodir usulan dari
Masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan untuk usulan 2023.
Gambar selama ini  menunjukkan bahwa implementasi program
Pembangunan pertanian relative menjadi ranahnya para pemangku
kepentingan utama yang secara sigifikan berpengaruh atau memiliki potensi

penting atas keberlangsungan kegiatan.
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BAB [l
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN POS0

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan program dan kegiatan dinas Pertanian Kabupaten Poso tak lepas
dari visi dan misi Kementerian Pertanian (Kementan) seperti yang dijabarkan pada
Renstra Kementan tahun 2020-2024. Visi Kementan yaitu “Pertanian yang Maju,
Mandiri dan Modern untuk terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Untuk merealisasikan visi tersebut,
maka dijabarkan Misi Kementan dalam 3 poin yaitu :
1) Mewujudkan ketahanan pangan
2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian

Pertanian

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau
dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam,
bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan
dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, dan produktif serta berkelanjutan.
Daya saing pertanian adalah kemampuan disektor pertanian untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan
nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi
komoditas pertanian. Percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan
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keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan

berdaya saing.

Pembangunan pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi. Kementan

menetapkan empat strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian dan

Kedaulatan Pangan yaitu :

1) Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara

2)

optimal sumberdaya pertanian

(1) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.

(2) Meningkatkaninfrastruktur dan sarana pertanian.

(3) Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit.
(4) Mendorong penguatan kelembagaan petani.

(5) Memperkuat kelembagaan penyuluhan.

(6) Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian.
(7) Memperkuat jaringan pasar produk pertanian

(8) Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca

bencana alam serta perlindungan tanaman.

(9) Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan

usaha pertanian.

(10) Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi
pertanian
(11) Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi

Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan

dan pemanfaatan ketahanan pangan
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3)

4)

(1) Melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk
meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat keterjangkauan pangan

serta penguatan kelembagaan pangan.
(2) Mendorongkemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga.
(3) Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal.

Pembangunan dengan pendekatan wilayah, gender, dan kerjasama

internasional.

(1) Pengembangan Kawasan pertanian.

(2) Mendukung pengembangan daerah perbatasan dan terbelakang.
(3) Mendukung kemandirian perdesaan.

(4) Fokus komoditas.

(5) Penguatan implementasi gender mainstreaming di sector pertanian.

(6) Implementasi Kerjasama bilateral, regional dan internasional dengan

berlandaskan kepada kepentingan nasional.
Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian

(1) Meningkatkan kapasitas SDM Pertanian.

(2) Meningkatkan dukungandan layanan perkarantinaan.
(3) Mengelola regulasi.

(4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

(5) Mengelola system perencanaan

(6) Mengelola sisten pengawasan

(7) Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati

(8) Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergy

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN 2023



3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Poso, maka tujuan

Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Tahun 2021 — 2026 diarahkan untuk

mencapai Misi 4 “Poso Sejahtera” adalah : Meningkatkan Peran Sektor Pertanian

dalam Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Poso.

Dalam mendukung pencapaian tujuan, Dinas Pertanian menetapkan sasaran

jangka menengah untuk mencapai target kinerja. Berdasarkan tujuan diatas maka

sasaran pembangunan pertanian jangka menengah Tahun 2021 — 2026 adalah :

1)
2)

3)

4)

o)

6)

7)

8)

Meningkatnya luas tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura
Meningkatnya luas tanam dan produksi tanaman perkebunan

Meningkatnya populasi ternak untuk memenuhi kebutuhan protein asal hewan

dengan memanfaatkan padang penggembalaan.

Penanganan kasus kejadian/penyakit terhadap penyakit menular yang

menjangkit pada ternak.

Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Peningkatan SDM penyuluh

pertanian.

Perbikan Infrasturkur Pertanian dan pengembangan teknologi pertanian yang

lebih modern

Perbaikan dan perubahan pola menggunakan pupuk dari yang kimia non

organic) kepupuk yang lebih ramah lingkungan.

Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui pertumbuhan Pendapatan
Domestik Regio Bruto (PDRB) dan Nilai Tukar Petani (NTP) baik sektor
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja Dinas Pertanian Kabupaten

Poso
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MISI INDIKATOR TARGET KINERJA
(2) 3) (4) )
MISI IV: Meningk| Meningka Tingkat  Produktifitas
atkan perantnya Tanaman Pangan
POSO
pertanian  [Produksi (Ton/Ha)
SEJAHTERA
dalam Tanaman 0,44
Meningkatkan Padi Sawah
pertumbuha [Pangan,
peran sektor 6,04
n Hortikultura, Jagung
pertanian
k i Perkeb
dalam PEreronomi Ferkebtnan | ringkat  Produkifitas
d
pertumbuhan an an Tanaman Hortikultura 7,95
kabupaten [Peternakan
perekonomia (Ton/Ha) 3,32
n Kabupaten
Bawang Merah 19.03
Poso
Kopi Arabika 2,08
Kopi Robusta 0,84
Tingkat
ProduktifitasPeternakan
0,090
(Kg/Ekor)
N 120
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Meningka| Nilai Tukar Petani

tnya (NTP)
99,99
Kesejahteraa
Tanaman Pangan
n Petani 104,26

il slde sinmn
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BABIV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAG PERTANIAN KABUPATEN POS0

41 Rumusan Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran atau merupakan Kkegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun2007, Program
adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumberdaya manusia yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik
yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas
Pertanian melaksanakan Program yang disesuaikan dengan misi pembangunan
daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

- Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah
- Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Keg, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
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4.2

. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan
Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- Keg. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah kabupaten/kota

- Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian

- Keg. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

- Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular dalam daerah/kota

- Keg. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk
Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- Keg. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner

dalam Daerah Kabupaten/Kota

. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota

. Program Perizinan Usaha Pertanian

- Keg. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam
daerah kabupaten/kota

- Keg. Penerbitan Izin Usaha Produksi benih/bibit ternak dan pakan,
Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,

Rumah Potong Hewan

. ProgramPenyuluhan Pertanian

- Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA
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Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Poso disajikan dalam

bentuk matriks/tabel dibawah ini

Kode | Uraian Indikator Rencana Pendanaan | Prakiraan Maju Tahun | Perangkat
Program/Kegiatan/ S—_— dan Target Kinerja 2023 Daerah
Sub Kegiatan mena Frogram Tahun 2022 (PD)

(outcomes)/ — —
Kegiatan (output)/ K.arg? Pagu K.arg? Pagu
. Iner Iner
Sub Kegiatan erna ena
Tahun Tahun
2022 2023

5 Unsur
Pemerintahan
Pilihan

5.01 Urusan
Pemerintahan
Bidang Pertanian
Program Penunjang | Nilai SAKIP sesuai BB BB Pertanian
Urusan hasil evaluasi
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/

Kota
Perencanaan, Jumlah dokumen 7 7 dokumen Pertanian
Penganggaran dan Perencanaan, dokumen
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
yang disusun tepat
waktu
Penyusunan Jumlah dokumen 2 8.666.130 2 dokumen 11.274.866 Pertanian
Dokumen perencanaan yang dokumen
Perencanaan disusun tepat waktu
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 7.017.500 2 dokumen 11.299.800 Pertanian
Penyusunan Capaian Kinerja dan dokumen
Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Ikhtisar | Kinerja SKPD tepat
Realisasi Kinerja waktu
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 2.209.650 2 dokumen 2.199.850 Pertanian
Penyusunan Perubahan RKA- dokumen
Dokumen SKPD dan Laporan
Perubahan RKA- Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 2.209.850 2 2.200.000 Pertanian
Penyusunan DPA- DPA- SKPD dan dokume dokumen
SKPD Laporan Hasil n
Koordinasi
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Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 3.234.600 2 3.000.000 Pertanian
Penyusunan Perubahan DPA- dokume dokumen
Psrubahan DPA- SKPD dan Laporan n
SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 10.854.300 2 9.158.350 Pertanian
Penyusunan Capaian Kinerja dan dokume dokumen
Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi n
Kinerja dan Ikhtisar | Kinerja SKPD serta
Realisasi Kinerja laporan hasil
SKPD koordinasi
penyusunan Laporan
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 2 3.705.900 2 2.199.850 Pertanian
Perangkat Daerah Realisasi Kinerja dokume dokumen
Perangkat Daerah n
Kegiatan Cakupan pelayanan 100% 100% Pertanian
Administrasi administrasi gaji dan
Keuangan keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan | Jumlah orang yang 100 19.936.342 100 21.225.639.364 | Pertanian
Tunjangan ASN menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Penyediaan Jumlah Dokumen 2 1.275.500 2 1.275.000 Pertanian
Administrasi hasil Penyediaan dokume dokumen
Pelaksanaan Tugas Administrasi n
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen 2 1.275.500 2 1.275.000 Pertanian
Penatausahaan dan | Penatausahaan dan dokume dokumen
Pengujian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi n
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 1.275.500 2 3.826.000 Pertanian
Pelaksanaan Koordinasi dan dokume dokumen
Akuntansi SKPD Pelaksanaan n
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 3.826.500 2 Laporan 3.826.500 Pertanian
Penyusunan Koordinasi dan Laporan
Laporan Keuangan Penyusunan Laporan
Akhir Tahun Keuangan Akhir
Tahun
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 2.012.500 2 Laporan 2.012.500 Pertanian
Penyusunan Koordinasi dan Laporan
Laporan Keuangan Penyusunan Laporan
Bulanan Keuangan Bulanan
/Triwulan/Semester | /Triwulan/Semesteran
an SKPD SKPD
Kegiatan Cakupan pelayanan 100% 100% Pertanian
Administrasi Administrasi Umum/

Umum Perangkat
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Daerah perkantoran
Penyediaan Jumlah Paket Instalasi 1 Paket 12091.077 1 Paket 9.990.813 Pertanian
Komponen Instalasi | Listrik yang diadakan
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 1 Paket 14.966.656 1 Paket 19.999.960 Pertanian
Logistik Kantor Logistik kantor yang
disediakan
Penyediaan Barang Jumlah paket barang 1 Paket 10.269.840 1 Paket 5.769.482 Pertanian
Cetakan dan cetakan dan
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 2 2.500.000 2 2.500.000 Pertanian
Bacaan dan Bahan Bacaan/ dokume dokumen
Peraturan Peraturan Perundang- n
Perundang- undangan yang
undangan diadakan
Fasilitasi Jumlah Laporan 2 2.950.000 2 Laporan 1.500.000 Pertanian
Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Laporan
Tamu
Penyelenggaraan Jumlah laporan 2 384.621.500 2 Laporan 425.837.050 Pertanian
Rapat Koordinasi penyelenggaraan rapat | Laporan
dan Konsultasi koordinasi dan
SKPD konsultasi SKPD
Kegiatan Cakupan layanan 100% Pertanian
Pengadaan Barang sarana dan prasarana
Milik Daerah gedung kantor
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana 1 unit 50.814.750 1 unit 23.281.900 Pertanian
dan Prasarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Kegiatan Cakupan Penyedian 100% 100% Pertanian
Penyedian Jasa Jasa Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jasa 1 1.499.850 1 Laporan 1.500.000 Pertanian
Surat Menyurat Surat Menyurat Laporan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 91.957.160 1 Laporan 81.999.098 Pertanian
Komunikasi Sumber | Penyediaan Jasa Laporan
Daya Air dan Listrik | Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 13.149.788 1 Laporan 9.999.997 Pertanian
Peralatan dan Penyediaan jasa Laporan
Perlengkapan peralatan dan
Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 1.090.289.520 1 Laporan 1.089.629.664 Pertanian

Pelayanaan Umum

Penyediaan Jasa
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Kantor Pelayanan Umum Laporan

Kantor
Kegiatan Cakupan 100% 100% Pertanian
Pemeliharaan Pemeliharaan Barang
Barang Milik Milik Daerah
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyedian Jasa Jumlah Jasa 1 110.005.750 1 Laporan 154.543.150 Pertanian
Pemeliharaan, Biaya | Pemeliharaan, Biaya Laporan
Pemeliharan, pajak Pemeliharaan Pajak
dan Perizinan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional/
lapangan Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 24 unit (8 0 24 unit (8 0 Pertanian
rehabilitasi sarana Dinas roda 4 dan roda 4 dan
dan prasarana Operasional/Lapangan 16 roda 16 roda dua)
gedung kantor atau | yang dipelihara dua)
bangunan lainnya
Program Persentase 88.76 88.76 Pertanian
Penyediaan dan Konsistensi
Pengembangan Perencanaan
Sarana Pertanian Pembangunan Daerah
Kegiatan Persentase 93 93 Pertanian
Pengawasan ketersediaan
Penggunaan Sarana | dokumen
Pertanian perencanaan

pembangunan daerah
Pengawasan Jumlah Sarana 1 2.658.346.724 1 Laporan 5.969.240.865 Pertanian
penggunaan sarana | Pascapanen dan Laporan
pendukung Sarana Pengolahan
pertanian sesuai
dengan komoditi,
teknologi dan
spesifik lokasi
Pendampingan Jumlah 1 732.743.850 1 Laporan 3.369588.150 | Pertanian
penggunaan sarana | Pendampingan sarana | Laporan
pendukung pendukung pertanian
pertanian
Kegiatan Persentase 94 94 Pertanian
Pengelolaan ketersediaan data
Sumber Daya dan informasi
Genetik (SDG) pemerintahan daerah
hewan, tumbuhan bidang perencanaan
dan pembangunan daerah
Mikroorganisme
kewenangan
kabupaten/kota
Kecamatan
Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan 1 930.849.770 1 Dokumen 7.705.534.194 Pertanian
Hewan/Tumbuhan SDG Dokume
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hewan/Tumbuhan n
Kegiatan 100.00 100.00 Pertanian
Peningkatan Mutu
dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak
dan Tanaman
Pakan Ternak serta
pakan dalam
daerah
kabupaten/kota
Pengawasan Jumlah Pengawasan 1 158.035.194 1 Dokumen 95.036.148 Pertanian
peredaran bahan Peredaran bahan Dokumen
pakan/pakan, pakan/pakan,
benih /bibit hijau benih /bibit hijauan
pakan ternak pakan ternak
Pengendalian Jumlah Pengendalian 1 737.839.854 1 Dokumen 677.489.836 Pertanian
Penyediaan Penyediaan Dokumen
Benih/Bibit Ternak Benih/Bibit Ternak
Program 59 OPD Pertanian
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana
Pertanian
Kegiatan Persentase
Pembangunan konsistensi capaian
Prasarana program
Pertanian
Pembangunan, jumlah prasarana 1 Unit 60.225.600 1 Unit 115.200.000 Pertanian
Rehabilitasi dan pertanian yang
Pemeliharaan dibangun direhab dan
Prasarana Pertanian | dipelihara
lainnya
Pembangunan, Jumlah Pembangunan 2.320.967.180 4.448.511.716 Pertanian
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Pemeliharaan Rumah 1 Unit 1 Unit
Rumah Potong Potong Hewan
Hewan
Pengelolaan lahan Jumlah Pengelolaan 1 280.020.316 1 Laporan 242.127.535 Pertanian
pengembalaan lahan pengembalaan Laporan
umum umum
Program Jumlah Laporan 1 1 Laporan Pertanian
Pengendalian Koordinasi Laporan
Kesehatan Hewan Penyusunan
dan Kesehatan Perencanaan
Masyarakat Pembangunan Daerah
Veteriner Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
Kegiatan Jumlah Laporan 1 1 Laporan Pertanian
Penjaminan Pelaksanaan Monev Laporan

Kesehatan Hewan,
Penutupan dan
Pembukaan Daerah

Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
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Wabah Penyakit
Hewan Menular
Dalam Daerah

Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia

Kabupaten/Kota
Penanggulangan jumlah daerah yang 1 269.331.105 1 Laporan 330.306.665 Pertanian
Daerah Terdampak terdampak wabah Laporan
Wabah Penyakit yang terkendali
Hewan Menular
Kegiatan Dokumen 5 Pertanian
Pengawasan Perencanaan Bidang dokume
Pemasukan dan Perekonomian dan n
Pengeluaran Hewan | SDA (Sumber Daya
dan Produk Hewan | Alam)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengawasan dan 1 66.085.957 1 Laporan 44.846.725 Pertanian
Penerapan Penerapan Laporan
Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis
untuk Pemasukan untuk Pemasukan
dari/atau dari/atau Pengeluaran
Pengeluaran Hewan, | Hewan, Produk Hewan
Produk Hewan dan dan Media Pembawa
Media Pembawa Penyakit Hewan
Penyakit Hewan Lainnya ( HPM)
Lainnya ( HPM)
Kegiatan Jumlah dokumen 1 1 Dokumen Pertanian
Pengelolaan Asistensi Penyusunan Dokumen
Pelayanan Jasa Dokumen
Laboratorium dan Perencanaan
Jasa Medik Pembangunan
Veteriner Dalam Perangkat Daerah
Daerah Bidang Perekonomian
Kabupaten/Kota
Penyediaan Jumlah Laporan 1 221.726.206 1 Laporan 117.287.441 Pertanian
Pelayanan Jasa pelayanan jasa Laporan
Laboratorium Laboratorium
Penyediaan Jumlah Pelayanan 1 251.275.131 1 Laporan 406.008.636 Pertanian
Pelayanan Jasa jasa medik veteriner Laporan
Medik Veteriner
Program Jumlah dokumen 1 1 Pertanian
Pengendalian dan Monitoring dan dokume dokumen
Penanggulangan Evaluasi Perencanaan n
Bencana Pertanian | Pembangunan Daerah
Bidang SDA (Sumber
Daya Alam)
Kegiatan Dokumen 7 7 Pertanian
Pengendalian dan Perencanaan Bidang dokume dokumen
Penanggulangan Infrastruktur dan n
Bencana Pertanian | Kewilayahan
Kabupaten/Kota
Pengendalian Persentase Luas areal 64% 43.774.150 64% 1.719.631.660 Pertanian
Organisme pengendalian dan
PenggangguTumbuh | penangulangan

an (OPT) Tanaman

bencana OPT serta
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Pangan, wilayah yang
Hortikultura dan terkendali dari
Perkebunan penyakit hewan
menular
Penanganan Jumlah Areal Dampak 1 79.070.000 1 Laporan 82.673.650 Pertanian
Dampak Perubahan | Perubahan Iklim (DPI) Laporan
Iklim (DPI) Tanaman | Tanaman Pangan,
Pangan, Hortikulturan dan
Hortikulturan dan Perkebunan
Perkebunan
Program Perizinan Jumlah dokumen 1 1 Pertanian
Usaha Pertanian Monitoring dan dokume dokumen
Evaluasi Perencanaan | n
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur
Kegiatan Jumlah dokumen 1
Penerbitan Izin Sinergitas dan dokume
Usaha Pertanian Harmonisasi n
yang kegiatan Perencanaan
Usahanya dalam Pembangunan Daerah
daerah Bidang Infrastruktur
Kabupaten/Kota
Penilaian Kelayakan | Jumlah Dokumen 1 55.769.350 1 50.946.540 Pertanian
dan Pemberian penilaian kelayakan dokume dokumen
Pertimbangan dan pemberian n
Teknis Izin Usaha pertimbangan teknis
Pertanian izin usaha pertanian
Pembinaan dan Jumlah Dokumen izin 1 74.046.050 1 1.050.288.003 Pertanian
Pengawasan usaha yang dibina dokume dokumen
penerapan izin n
usaha pertanian
Kegiatan Jumlah Dokumen 1 1 Pertanian
Penjaminan Asistensi Penyusunan
Kesehatan Hewan, Perencanaan
Penutupan dan Pembangunan
Pembukaan Daerah | Perangkat Daerah
Wabah Penyakit Bidang Pemerintahan
Hewan Menular
Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penanggulangan Jumlah Dokumen 1 50.720.000 1 55.699.360 Pertanian
Daerah Terdampak Pelaksanaan Monev
Wabah Penyakit Penyusunan
Hewan Menular Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
Kegiatan Jumlah Dokumen 2 2 Pertanian
Pengawasan Koordinasi
Pemasukan dan Pelaksanaan
Pengeluaran Hewan | Sinergitas dan
dan Produk Hewan Harmonisasi
Daerah Perencanaan

Pembangunan Daerah
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Kabupaten/Kota

Bidang Pemerintahan
(TPB/SDGs & Kota
Sehat)

Pengawasan dan Jumlah Dokumen 1 50.720.000 1 55.699.360 Pertanian
Penerapan Koordinasi

Persyaratan Teknis Penyusunan

untuk Pemasukan Perencanaan

dari/atau Pembangunan Daerah

Pengeluaran Hewan, | Bidang Pembangunan

Produk Hewan dan Manusia (RPJPD,

Media Pembawa RPJMD dan RKPD)

Penyakit Hewan

Lainnya ( HPM)

Program

Penyuluhan

Pertanian

Kegiatan

Pelaksanaan

Penyuluh

Pertanian

Peningkatan Jumlah Laporan 1 205.023.250 1 Laporan 352.249.825 Pertanian
Kapasitas kelembagaan Laporan

Kelembagaan penyuluh pertanian di

Penyuluhan kecamatan dan desa

Pertanian di

Kecamatan dan

Desa

Pengembangan Jumlah Kelembagaan 1 26.000.000 1 Laporan 541.663.030 Pertanian
Kapasitas Petani di Kecamatan Laporan

Kelembagaan Petani | dan Desa

di Kecamatan dan

Desa

Penyediaan dan Jumlah pemanfaatan 1 39.021.000 1 Laporan 39.000.000 Pertanian
Pemanfaatan sarana dan Prasarana Laporan

Sarana dan penyuluh pertanian

Prasarana

Penyuluhan

Pertanian

Pembentukan Jumlah badan usaha 1 8.931.000 1 Laporan 9.000.000 Pertanian
Badan Usaha Milik milik petani Laporan

Petani

Pembentukan dan Jumlah sekolah 1 3.451.906.440 1 Laporan 3.347.703.230 Pertanian
Penyelenggaraan lapang yang terbentuk | Laporan

Sekolah Lapang dan beroperasi

Kelompok Tani

Tingkat

Kabupaten/Kota
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja
— SKPD) Dinas Pertanian Tahun 2023 ini, merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 — 2026. Rencana Kerja -
SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Poso berisi langkah-langkah atau kegiatan pokok
sesuai dengan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
triwulanan atau tahunan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Poso, maka
pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian harus mencapai tujuan strategis utama
meningkatkan pengembangan sektor pertanian. Dengan tersusunnya Rencana Kerja
- SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2023, maka diharapkan
Penyusunan Laporan Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan
dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih obyektif karena rencana tingkat capaian
(target) kegitan telah ditetapkan pada awal tahun kerja. Selanjutnya dengan adanya
Rencana Kerja - SKPD ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Poso dan dapat bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana
tingkat capaian (target).

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan sebagai
berikut :

1. Perlu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan
disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang diberikan oleh instansi teknis
diatasnya.

2. Perlu adanya penyusunan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal
tersebut juga diperlukan apabila ketersediaan anggaran terbatas, sehingga
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kegiatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat lebih
diutamakan.
3. Perlu memperhatikan azas efesiensi dan efektiftifitas dalam menggunakan

anggaran yang ada.
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